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KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sesuai yang tercantum dalam Inpres

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas

PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan (DPU CKTRP) Kabupaten Musi Rawas

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019. Penyusunan

laporan kinerja ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 dan

Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Tahun 2019 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dipercayakan kepada DPU CKTRP atas penggunaan anggaran selama

tahun 2018 yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Musi

Rawas. Laporan kinerja tahun 2019 ini membahas perbandingan antara realisasi kinerja

tahun 2019 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 serta capaian kinerja tahun ini

dengan beberapa tahun terakhir.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pejabat struktural dan fungsional

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang telah memberikan masukan dan

kontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Kami mengharapkan saran dan kritik yang

membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan LKjIP di masa yang akan

datang.

Muara Beliti, Januari 2020
Kepala Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pengairan

Kabupaten Musi Rawas

Ristanto Wahyudi, ST, MT
Pembina Tingkat I

NIP. 19750424 199903 1 001
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik merupakan

pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu organisasi. Laporan kinerja

merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan

kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Instansi pemerintah

termasuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan (DPU

CKTRP) Kabupaten Musi Rawas diwajibkan untuk menjelaskan capaian indikator

kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun

anggaran selama periode Rencana Strategis (Renstra). Pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sangat dibutuhkan untuk mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahanan yang efektif dan efisien serta bersih dan

bertanggungjawab.

Tahun 2019 merupakan tahun keempat implementasi Renstra DPU CKTRP

Tahun 2016-2021 yang mengalami perubahan pertama sebagai konsekuensi dari

perubahan nomenklatur. Perubahan itu tertera dalam Renstra Perubahan DPU CKTRP

Tahun 2016-2021 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 yang juga telah

mengalami perubahan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2018. Penyusunan Renstra merupakan bagian integral dalam mendukung

pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dalam rangka

mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas yaitu “Mura Sempurna 2021,

Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman dan Aman.”

Sepanjang tahun 2019 telah dilaksanakan berbagai kebijakan program dan

kegiatan yang tercantum dalam Renstra Perubahan Tahun 2016-2021 tersebut. Untuk

memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan sesuai

dengan tugas dan fungsi, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Tahun 2019.
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1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPU CKTRP Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini

memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LKjIP

sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan

dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKjIP memiliki 2 (dua) fungsi utama. Fungsi tersebut yaitu pertama, laporan

kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Presiden/Wakil Presiden dengan

tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Kepala Perwakilan BPKP dan

kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan

datang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut merupakan cermin maksud dan tujuan

penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian LKjIP DPU CKTRP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 ini

disusun dengan maksud untuk mengevaluasi pencapaian kinerja DPU CKTRP dalam

upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap capaian kinerja

bertujuan untuk:

a. Memberikan informasi capaian kinerja DPU CKTRP dalam melaksanakan tugas

dan tanggung jawab yang diembannya

b. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan

akuntabilitas DPU CKTRP

c. Umpan balik bagi peningkatan kinerja DPU CKTRP

d. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang
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e. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas,

sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat

dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.

Dengan teridentifikasinya kelemahan kinerja, DPU CKTRP dapat merumuskan strategi

pemecahan setiap masalah sehingga capaian kinerja organisasi dapat ditingkatkan

secara berkelanjutan.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016

tanggal 14 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan

Pengairan (DPU CKTRP) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Tipe A

yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub

urusan Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan. Tugas dan Fungsi DPU CKTRP diatur

dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2017 tanggal 28 Juli 2017

tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta

Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan Perbup

tersebut, secara struktur organisasi dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat

Daerah. DPU CKTRP memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan

daerah di bidang teknis pekerjaan umum keciptakaryaan, tata ruang, pengairan,

pertamanan dan kelistrikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokok, DPU CKTRP

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan bidang pekerjaan umum keciptakaryaan, tata ruang,

pengairan, pertamanan dan kelistrikan;

b. perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum keciptakaryaan, tata ruang, pengairan,

pertamanan dan kelistrikan;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum

keciptakaryaan, tata ruang, pengairan, pertamanan dan kelistrikan;
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d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pekerjaan

umum keciptakaryaan, tata ruang, pengairan, pertamanan dan kelistrikan;

e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;

f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

DPU CKTRP dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan

tugasnya, Kepala Dinas PU CKTRP Kabupaten Musi Rawas dibantu oleh:

1. Sekretaris, yang membawahi:

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

2. Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang

a. Kepala Seksi Bangunan

b. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan

c. Kepala Seksi Tata Ruang

3. Kepala Bidang Pengairan

a. Kepala Seksi Pengelolaan Irigasi

b. Kepala Seksi Pengelolaan Sungai, Danau dan Waduk

c. Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan (OP) dan Bina Manfaat

4. Kepala Bidang Pertamanan,Kebersihan dan Kelistrikan

a. Kepala Seksi Kebersihan

b. Kepala Seksi Pertamanan

c. Kepala Seksi Kelistrikan

5. Kepala Bidang Bina Teknis

a. Kepala Seksi Bina Teknis

b. Kepala Seksi Pengawasan

c. Kepala Seksi Pengendalian

6. Kelompok Jabatan Fungsional
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Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan

DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA, TATA RUANG

DAN PENGAIRAN

SEKRETARIAT

Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

Sub Bagian
Perencanaan
dan Evaluasi

Sub Bagian
Keuangan dan Aset

Bidang Pertamanan,
Kebersihan dan
Kelistrikan

Bidang Cipta Karya
dan Tata Ruang

Bidang Bina Teknis,
Pengawasan dan
Pengendalian

Bidang Pengairan

Seksi
Pertamanan

Seksi
Tata Ruang

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

UPTD

Seksi
Kebersihan

Seksi
Kelistrikan

Seksi
Bangunan

Seksi
Penyehatan
Lingkungan

Seksi
Bina Teknis

Seksi
Pengawasan

Seksi
Pengendalian

Seksi
Pengelolaan

Irigasi

Seksi
Pengelolaan
Sungai, Danau
dan Waduk

Seksi Operasional
dan Pemeliharaan
( OP ) dan Bina

Manfaat



Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019
I-6

1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis Organisasi

Isu Strategis ditetapkan oleh DPU CKTRP dengan tujuan agar organisasi

memiliki langkah dan capaian kinerja. Isu strategis juga dapat digunakan sebagai bahan

acuan dan arah kebijakan DPU CKTRP dalam menghadapai tantangan di masa depan.

Dalam melaksanakan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan DPU CKTRP,

permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya kuantitas SDM yang berlatar belakang pendidikan teknik

2. Kurangnya kuantitas maupun kualitas tenaga pengawas

3. Lemahnya konsekuensi dan konsistensi penerapan Standard Operating Procedure

(SOP) dalam lingkungan dinas

4. Sulitnya menentukan skala prioritas kegiatan di lapangan

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi antara

lain:

1. Kurangnya kesempatan mengikuti pelatihan untuk mengembangkan wawasan dan

ilmu

2. Belum adanya tenaga pengawas yang mempunyai sertifikasi

3. Kurangnya pemahaman untuk membuat dan mentaati SOP

4. Kondisi cuaca yang tidak menentu

Penentuan isu strategis dilakukan dengan cara mengidentifikasi kondisi internal

dan ekternal terkait permasalahan pokok yang dihadapi. Identifikasi dilakukan dengan

cara menganalisa data dan capaian kerja, menganalisa kebijakan nasional, provinsi dan

kabupaten, menganalisa permasalahan pembangunan, pemanfaatan potensi daerah, dan

fenomena yang terjadi di masyarakat. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas

dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPU CKTRP dalam melaksanakan urusannya,

berikut ini dirumuskan isu-isu strategis DPU CKTRP:

1. Masih rendahnya Sambungan Rumah (SR) Jaringan SPAM IKK

2. Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap RTRW

3. Masih belum maksimalnya akses sanitasi

4. Masih kurangnya sarana dan prasarana konservasi sumber daya air untuk

mengatasi permasalahan kekurangan air bersih maupun air irigasi
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5. Masih ada 3 desa dan 7 dusun yang belum tersentuh jaringan listrik

Untuk beberapa wilayah yang sangat sulit dicapai oleh jaringan PLN akan

diakomodir dengan pemanfaatan energi alternatif.

1.5. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 DPU CKTRP

Kabupaten Musi Rawas menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian

kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019. Capaian

kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 sebagai

tolok ukur organisasi. PK sendiri merupakan penjabaran Renstra Perubahan Tahun

2016-2021. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2019

memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja sebagai masukan

bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang Gambaran Umum

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Aspek Strategis dan Isu

Strategis Organisasi, Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP dan

Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas

tentang rencana strategis dan perjanjian kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran

kinerja organisasi. Bab ini juga menguraikan realisasi anggaran yang
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digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

Pengukuran Kinerja Tahun 2019

Dokumentasi Realisasi Kinerja Tahun 2019
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Gambar 1.2
Alur Pikir Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019

Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
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Bab IV

Referensi Bab
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BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis capaian 7 (tujuh) sasaran

strategis dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada 6 (enam) indikator yang berhasil terealisasi melampaui target yang

ditentukan, sementara sisanya masih ada 1 (satu) indikator yang masih belum

mencapai target realisasi yang ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra)

DPU CKTRP Tahun 2016-2021. Meski demikian, tingkat capaian keenam

indikator tersebut masuk dalam kategori “memuaskan” berkisar antara 92,11 %

sampai 137,28 %.

2. Berdasarkan reviu secara global terhadap indikator kinerja pada Dinas PU

CKTRP Tahun 2019, rata-rata kinerja capaian indikator masuk dalam kategori

memuaskan dengan persentase rata-rata sebesar 110,26 %.

Capaian kinerja di tahun-tahun mendatang diharapkan akan semakin meningkat

sehingga dapat mengantarkan tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Secara global sebagian besar kegiatan yang menjadi tanggung jawab DPU

CKTRP dapat diselesaikan meskipun selama proses pelaksanaannya juga ditemui

hambatan. Namun tidak dapat diingkari bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dapat

dilaksanakan karena faktor-faktor eksternal di luar jangkauan dan kemampuan DPU

CKTRP. Meskipun demikian, faktor penyebab kegagalan tersebut telah teridentifikasi

dengan harapan di tahun depan permasalahan yang sama dapat dihindari.

Muara Beliti, Januari 2020
Kepala Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang & Pengairan

Kabupaten Musi Rawas

Ristanto Wahyudi, ST, MT
Pembina Tingkat I

NIP. 19750424 199903 1 001
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RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2019

KABUPATEN : MUSI RAWAS
PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA,

TATA RUANG DAN PENGAIRAN

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Satuan
1 2 3 4 5

1. Meningkatnya akses/layanan air
minum yang layak

- Persentase penduduk yang
mendapatkan akses air
minum yang layak

80 %

2. Meningkatnya akses sanitasi - Persentase rumah tinggal
bersanitasi

90 %

3. Meningkatnya akses listrik - Persentase peningkatan
akses listrik

85 %

4. Meningkatnya kualitas dan
kuantitas bangunan pelayanan
publik dan aparatur beserta sarana
penunjang

- Persentase tersedianya
bangunan pelayanan publik
dan aparatur beserta sarana
penunjang yang berfungsi
baik

80 %

5. Meningkatnya kepatuhan pada
Perda Tata Ruang

- Persentase ketaatan
terhadap RTRW (%)

38 %

6. Meningkatnya pengelolaan irigasi - Persentase penilaian kinerja
sistem irigasi

55 %

7. Meningkatnya pengelolaan sungai
untuk pengendalian daya rusak air

- Persentase luas kawasan
yang terlindungi dari daya
rusak air

40 %

8. Meningkatnya kualitas tata kelola
administrasi pemerintahan

- Nilai hasil Evaluasi SAKIP
DPU CKTRP

75 -


